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:4.

b.

Menimbang

Mengingat : L

batrwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah

Negara sehingga sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas

kepastian hukum dalarn menunjang pelaksanaan tugas pejabat

dan/atau pegawai negeri sipit di liflgkungan Institut Telmologi

Sepuluh Nopember;

bahwa peraturan Rektor Institut TeknoloBi sepuluh Nopembe Nomor 2

Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pemberian lzin Penghunian Rumah

Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu

dilakukan penyempumaan;

bahwa, berdasa-rka-n pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam

huruf a, dair huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan

Reldor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman

Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember;

Undang-Undang Nomor 12 Talun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2012 Nomor 158,

Ta$bahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerir.tah Nomor 40 taiun 1994 tentang Rumah Negara

{Lemba.ran Negara Republi} Indonesia Ta}run 1994 nomor 69) yang

diubah mela-lui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2OO5;

Peraturan Pemerintai Nomor 4 Tahun 20 I 4 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (L€mbaran

Negaia Republit Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembaran NegaJa Republik Indonesia Nomor 55OO);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20 l5 tentang Statuta Institut
Teknologi sepuluh Nopember (Lembanan Nega-ra Republik Indonesia

Taiun 2015 Nomor 172, Tamballarl l,embaran Nega-ra Republik

Indonesia Nomor 5723);

PeraturaJt Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2OO8 tentang

Peflgelolaan Rr.imah Negara di Lingkungar Depa-rtemen Pendidikan

Nasional;

2.

4.

5.



6.

7.

Keputusqn Majelis Wali Amanat Institut Tekrrologi Sepuluh Nopember

Nomor O3 Tahun 20I9 tentatg Pengangkatan ReLto! Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabata[ 2019-2024,

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24

tahun 2019 tentatg Organisasi dan Tata Keda Instit'Jt Telnologi

Sepuluh Nopember;

Menetapka-n

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REIOOR TENTANC

PENGHUNTAN RUMAH NEGARA

TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PEDOMAN PE!{BERIAN IZIN

DI LINGKUNGAN INSTITUT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud da.lam peraturan ini:
1 lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan

tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah orga! ITS yang memiepin penyelenggalaan dan peluelolaan nS.

3. Rumah Nega-ra adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai

tempat ttrggal atau hunian da'r sarana pembinaal keluaiga serta uenunjang
pelaksaraon tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

4. Penghunian adalah kegiatan menghuni Rumah Negata sesuai fungsi da, statusnya,

5. Rumah nega-ra di lingkungan ITS adalah rumah negara yang berada di dalam Kampus

ll5.

6. PNS adalai pegawai negeri sipil ITS

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa.l 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar ITS metDiliki pedoman dalam

pe.entuan pemberian iziIr penghuniaa Rumah Negara di tingkungan ITS.

Peraturan ini diterbitl<aJ! dengan tujua! agar PNS mengetahui pedoman penghuniart

Rumah Negara di lingkungan I{TS.

BAB III
RUMAH NEGARA

Bagian Pertarna

Jenis Rumah Negara

Pasal 3

(1) Rumah Negala di lingkungan ITS terdid atas:

a. Rumah Nega-ra golongan l; da!
b. Rumah Negata golongaJr Il

(l)

t2)



l2t

(3)

Rumah Negara golonga4 I sebagaimara dimaksud pada ayat (1J hunrf a, adalah

Rumah Negata yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu karena sifat

jabatalnya hanus bertempat tinggal di rurnal tersebut, serta hak penghuniannya

terbatas selama pejabat yang bersaagkutaa masih memegang -iabatalr tertentu

tersebut.
Rumai Negaia golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, adatah

Rumah Negara yang mempunyai irubungan yang tidal dapat diplsa}lkan dari suatu

instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS yang telal memiliki r'-rasa kerja

sekurang-kuralgnya selama 5 (lima) tahun, dan apabila telah berheDti atau pensiun,

rumah harus dikemba.Iikan kepada negara, melalui Rektor'

{3)

Bagian Kedua

Wewenang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negala

Pasal 4

Rektor memiliki wewenarg memberi dan/atau mencabut izin penghuaian Rumah

Negara golonga, II di lingkungan ITS.

Izin penghunian Rumah Negara di lingkungan ITS diberikan rrelalui irePutusan

Rektor.

Izin penghunian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS 1'alg

masih rnempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahurr sebelunr mencapai

batas usia pensiun FNS.

Dalam menjalanka, wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Rekt(Jr dapat

membentuk sebuah Tim yang beltugas dan berwenang untuk:

a. melal<ukan penilaian terhadap pa-ra pemohon penlhunia! Rumah Negara, dal
merekomendasikan PNS yang dipandang memenuhi syaiat unf'ri' diizinkan

rnenghuri Rumah Negara; da.rl

b. mela-t<ukan pengawasan terhadap pemadaatan Rumah Negara, dart

merekomendasikan pencabutan izin penghunian Rumah Negara apabila diketahui

ada yang melanggai peraturan Rumah Negara

Bagian Ketiga

Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Penghunian Rumab Nesa-ra

Pasa.l 5

(l) Setiap PNS berkeluarga yang berkeinginan menghuni Rumal Ne8,ara, wajib

mengajukan permohonan tertu)is kepada Rektor'

(2) Pengajua! pednohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), diajukJi oleh PNS

selambatnya-lambatnya 6 (enam) tahun sebelum yalrg bersangkutan ,nemasuki batas

usia pensiun PNS.

(3) Selamajumlah Rumah Negara belum mencukupi untuk seluruh PNS, izin penghunian

Rumah Negara diberikal meta.lui seleksi terhadap PNS yang mengajukan permohonan

meitghuni RumahNegara.
(4) Seleksi sebagairnana dnnalsud pada ayat (3), rneliputi penilaian: jabatan,

pangkat/golongan, jenjang pendidikan, masa keda, jurrJal keluarga, Car radius

rumah yang semuanya dinyatakan dengan angka ktedit

(1)

t2)

{4)

(s)

(6)

Seleksi pemohon Rumah Nega.ra dilakukan t-iap tahun.

Data pemohon rumah negaia serta hasil Pemeringkatan calon penghuni RumaI

Negara berlaku selama 1 {satu) tahun.



(8)

t7) Pembagian Rumah Negara yang siap dihuni untuk dosen dan tenaga keper'didikan

dilakukan berdas:ukan asas proporsional dari dafta-r pemohon Rumah Negara'

Data pemohon yang dikemudian ha-ri terbukti tidak benar' oaka izin hur'i akan

dicabut dan Rumah Negara yang dihuni ha-rus diserahkan kembali ke i1'S

BAB IV

PENII,AIAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Penilaia! Jabatan Bagi PNS Dosen

Pasa.l 6

PNS dosefi yang sedang menjabat sepa,rjang yallg bersaagkutan belum memperoleh

Rumai Negara, diberikan angka kledit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rekto,

r(REDIT 
I

I too -l
b. Wakil Rektor

c. Sekretaris Institut,
lain yalg setara

ekal, Direktur, Kepala Kantor atau jabatan

Sekretaris Depaftemen, Kepala Pusat, atau jabatan lain Yang

setara

yang setara

Pasal 7

PNS dosen yang pelnai menjabat pada satu periode sebelumnya diberil:a! angka kredit

setengah dari angka kJedit padajabatan yang tercantum dalam Pasal 6'

Pasal 8

Setiap PNS dose! diberikan angka kredit oenurutjabatan fungsionalnya sebagai berikut:

9C

80

60

50

a. Guru Besar

b. l€ldor Kepa.la

c- kl<tor
d. Asisten Ahli

PNS tenaga kependidika.n Yang

ketentuan sebagai berikut:

: 100 kledit
: 66 kr>dit
| 42 lcedit
: 28 kredit

Bagian Kedua

Penilaian Jabatan Bagi PNS Tenaga Kependidikan

Pasa.I 9

memargku jabatan struktura-l Cibeikar) kredit dengan

ffi, Kepa.la unit, KePala

Departemen, Manajer Senior atau jabatart lain yarrg setara



;. Gpa;Er.o, mffiSireEnr atau jabatan lain vang setaia

@tier senior atau jabater

KREDIT

loo
80

;-k"pil suI 8G"", Ma"ajer atau jabatan lain yang setara

19id. K"-dr""t., Btd""g L.y"ta! atau jabata! lain yang setara

Bagian (etiga

Penilaian Angka Kredit menuiut Pangkat/Colongan

Ragi PNS Tenaga Kependidikan

Pasal l0

setiap pNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menu,rJt palgkat/ golongannya:

Golongan IV Golongan Ill Golongan II Golongan I

a. IVe= 100

b. IVd= 93

c. IVc= 86

d. IVb= 79

e. lY a- 72

tlld=62
IIIc=52
UIb=41
IIIa=31

rrd,=28
llc=24
llb=2L
Ua= 17

.d= i4
Ic= 10

Ib= 7

I a= 3

Bagian Kecmpat

Pedilaian Angka Kredit Menurut Strata Pendidikan

Pasal 11

Setiap PNS diberikan angka kledit menurut stjata pendidikan yang Cisesuaikan dengan

data kepegawaian ITS, sebagai berikut:

a. Pendidikan S3/Spesialis 2

b. Pendidikan S2lsPesia]is 1

c. Pendidikan S1/DiPloma 4

d. Pendidikan D3/D2
e. Pendidikan D I /SLTA
f. Pendidikan SLTP/SD

Bagian Kelima

Penilaiar Angka Kredit Menurut Masa Kerja

Pasal 12

{1) Setiap PNS diberikaa angka locdit menurut masa kerjanya sebagai berlkut:

a. Masa kerja 5-10 tahun

b. Masa kerja 10-15 tahun

c. Masa kerja 15-20 tahun
d. Masa kerja 2O-25 tahun
e. Maoa keda 25-30 taiun
f. Masa Kerja 3o-keatas

100 kredit
60 k edit
30 kredit
24 kredlt
20 kredit
16 kredit

17 ldedit
33 kredit
50 laedit
67 lsedit
83 kredit
100 kledit

(2) Bagi PNS yang kedua-duanya (suami dan istri) bekerja di tIS' angka kledit yang

dipeihitungkan adalah nilai algka kredit ya-ng bersangkutaT ditambah niiai angka

k-redit dari masa ke4a istrr/suaminya'



Pasal 13

PNS berkeluarga diberikan aigka kredit sebagai berikut:

a. tidak memiliki anak

b. memiliki 1 orang anal<

c. memiUki 2 orang anak atau lebih

a. 30-40km
b. >40km

: 33 kredit
: 77 kredit
: 1oo kredit

: 50 kredit
: 75 kredit

(1)

12)

Pasal 14

PNS yarg mempunyai rumah pribadi dengaa radius kurang dati 30 kilometer dari ITS

tidak berhak mengajukan permohcnan izin penghunian Rumah Neg6ra'

PNS yang mempunyai rumah pribadi dengan radius sekurang-kuraagnya 30 kilometer

dari ITS diberikan angka kredit sebagai berikut:

(3) PNS yarg tidak mempunyai rumah piibadi diberikan angka kredit sebesar 100 kredit

Pasal 15

Masing-masing kriteria penilaian diberikan pembobotan sebagai berikui'

a. IGiteria penilaial dosen :

1. Jabata! tambahan saat ini
2. Jabatan tambalan sebelumnYa

3. Jabatan fungsional
4. Pendidikar
5. Golongan

6. Masa Kerja

7. Jumlah anak
8. SuaIni/istri bekerja di ITS

9. Radius rumah pribadi dari ITS

lkiteria penilaian tenaga kependidikan

1. Jabatan saat ini
2. Pendidikan
3. Golongan

4. Masa Kerja
5 . .-lumla-]l analc

6. Sua&i/istri bekerja di ITS

7. Radius rumah pribadi dari ITS

15 %

5%
to o/o

1O o/o

lo o/o

1O o/o

5Yo

to%
25 o/o

b.
20%
15%
10 0/a

15 0/o

5 o/o

to%
25%

' Bagiar Keenam

Batas Waktu Penghudan Rumah Negara

Pasal 16

PNS yang telai mendapat izin penglunialr Rumah Negara, selambat-lambatnya dalam

iangka waktu 3 (tigal bulan sesudah mendapatkalr izin penghunian, hz'rus segera

menghunt Rumah Negara dima-ksud.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sej6} ditedrnanya izin Penghu'ian Rumah

Negara, PNS tidak menghuni Rumah Negara dimaksud, izi! penghunian dapar dicabut

kembali oleh Rektor.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarang mengalihkan hak penghunian

Ru.mah Nega-ra kepada orang lain

(1)

t2l

(3)

(4) Izin penghunian Rumal Negara diberikan hingga PNS mencapai batas r'1sia pensiun'



Pasal 17

(1) PNS wajib menyerahkan Rumah Negata ke ITS, paling lambat 3 (tjga)

PNS memasuki batao usia Pensiun
(2) Ahli watis dati PNS yartg meninggal dunia, wajib menyerahkan RuD1a}I

paling lambat 1 (satu) tahun setelai PNS Denitggal dunia'

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Jaruari 202c

TEKNOLOGI SEPULUH

NrP. 19651012199003I003
ASHARI 4? -4r

bulan setelah

Negara ke ITS

BAI} \1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Rektor ini mulai bellaku, peratulan ReLtor lnstitut Teknoiogi Sepuluh

Nopember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedostan Pemberian Izin Penghunian Rumah

Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan'

rrl
f$,

\,,


